
' PEMERLNTAH KABUPATEN PACITAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
• NOMOR 11 TAHUN 2000 

I TENTANG 

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN 
; YANG MENGANDUNG ALKOHOL 
I 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI PACITAN 

I 
Meaimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Datam Negeri 

Nomor 199 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis 
Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat I I , maka Retribusi 

5 Izin Tempat Penjualan Minuman Yang mengandung alkohoi 
merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat I I . 

b. ; bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada 
: huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah; 

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembcntukan 
- Daerah-daerab Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
. Timur; 
t 

2. , Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia 
'Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indinesia 
'Tahun 1960 Nomor 156, Tarabahan Lembaran Negara Republik 
'lndonesiaNomor2I04); 
i 
* I 

3. ; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara 
jPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
; Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
; Nomor 3209); 
t 

4. , Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
ICLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, 
I Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 

1 
I 
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J 
5. I Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

^Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
11997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
iNomor3685); 
i 

6. ; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
; Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
i Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
:Nomor3839); . 
\ 

7. I Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
: Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
i 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

8. ^Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasl 
Tnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik 
.Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara 
; Republik Indonesia Nomor 3374); 
i 

9. jPeraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi 
•Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
•Nomor 55, Tambahan Lembaga Negara Repulik Indonesia 
? Nomor 3692); 

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 
! tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang 
Kelentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 

i Lingkungan Pemerintah Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam 
|Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri 
J Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 

s • 
12. ^Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang 

.Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 

13. : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang 
iProsedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan 
; Retribusi Daerah; 

14. ; Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang 
j Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 

15. iKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang 
I Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ; 
i 

16. ' Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang 
'Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat 1 dan 
I Daerah Tingkat n. 

i 
• • \ 

I 
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V 
> 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat I I Pacitan. 

> 
i . . • 

1 Dengan Persetujuan 
! DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
I KABUPATEN PACITAN 
i 

r M E M U T U S K A N 
t 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG 
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN YANG 
MENGANDUNG ALKOHOL. 

' , B A B I 
I KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
a. Daerah, adalah Kabupaten Pacitan ; . 
b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan ; ' 
c. Kepala Daerah, adalah Bupati Pacitan ; 
d. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi 

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang 
berlaku; 

c. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 
Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, 
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang 
scjcnis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan 
usaha lainnya; 

f. Minuman yang mengandung alkohoi adalah minuman yang 
mengandung ethanol yang diproses dari basil pertanian yang 
mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan deslilasi atau 
fermentasi tanpa deslilasi baik dengan cara memberikan perlakuan 
terlebih dahulu atau tidak maupun yang diproses dengan mencampur 
konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman 
mengandung ethanol yang terbagi dalam tiga golongan, yaitu 
Golongan A, minuman berkadar alkohoi / ethanol (C2H50H) 1% s.d 
5% , Golongan B, minuman berkadar alkohoi / ethanol (C2H50H) 
lebih dari 5 % s.d 20%, dan Golongan C, minuman berkadar alkohoi/ 
ethanol lebih dari 20% s.d 55% sesuai standar mutu yang ditetapkan ; 

g. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman yang mengandung alkohoi 
yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian 
izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk 
melakukan penjualan minuman yang mengandung alkohoi disuatu 
tempat tertentu; 

K Sural Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat 
SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besamya jumlah 
retribusi yang terutang; 



i . Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam 
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan' kewajiban retribusi 
berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah; 

j . Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana dibidang retribusi Daerah yang teijadi serta menemukan 
tersangkanya. • 

i B A B I I 
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

I Pasal 2 
f • 

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman yang 
mengndung Alkohoi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas 
pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman yang mengandung 
alkohoi disuatu tempat tertentu. 

I Pasal 3 

Obyek Retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan 
minuman yang mengandung alkohoi yang memenuhi standar mutu yang 
ditetapkan. 

\ Pasal 4 

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh 
izin untuk melakukan penjualan minuman yang mengandung alkohoi. 

r L 

(2) Nama subyek retribusi dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala 
Daerah. 

1 B A B I I I 
\ GOLONGAN RETRIBUSI 
I PasalS 
i • 

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Yang mengandung alkohoi 
digoloh^an sebagai Retribusi Peiizinan Tertentu. 

f 
i B A B IV 
[ STRUKTUR DAN BESARNYATARIP RETRIBUSI 

Pasal 6 

Besamya tarip retribusi tempat penjualan minuman yang mengandung 
alkohoi ditetapkan sebagai berikut ; 

a. Untuk diminum ditempat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / 
tahun; 

b. Untuk diminum ditempat lain sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat 
puluh ribu rupiah). 



• } B A B V 
\ . WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 7 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin tempat 
penjualan minuman yang mengandung alkohoi diberikan. 

• . [ B A B V I 
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 
! PasalS 

Masa Retribusi adalahjangka waktu yang lamanya 12(duabelas)bulan. , 

i Pasal 9 

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

\ B A B V I I 
\ TATA CARA PEMUNGUTAN 
j Pasal 10 

(1) Pemxmgutan retribusi tidak dapat diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 

i 

I B A B v m 
- TATACARA PEMBAYARAN 

Pasal 11 
1 
I 

(1) Pembayaran retribusi yang terutang hams dilunasi sekahgus ; 
• f 

(2) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur 
dengan Keputusan Kepala Daerah. 

B A B IX 
I TATACARA PENAGIHAN 
i Pasal12 
i 

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejems sebagai 
tindakan awal penagihan retribusi terutang dikeluarkan segcra setelah 
7 (tujuh) hari sq'ak saat jatuh tempo pembayaran; 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima surat 
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi hams 
melunasi retribusi yang temtang; 

j 

(3) Surat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh 
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjufc. 

i 



: B A B X 
? PENGURANGAN, KERLNGANAN DAN 
I PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal13 

(1) Kcpala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 
pembebasan retribusi. 

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Wajib Retribusi, 
antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur. 

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 
diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, 
kerusuhan. , 

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, 
ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

• ' ^ ' •• • ' j B A B X I 
; NAMA DAN TEMPAT PENJUALAN 
[ Pasal 14 
i > 

''/ 

(1) Tempat penjualan mmuman yang mengandung alkohoi golongan A d i : 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g-

Hotel; • 
Restoran; 
Bar; 
KlabMalam; 
Diskotik; 
Supermarket; 
Toko dan atau Waning. 

(2) Tempat penjualan minuman yang mengandung alkohoi golongan B 
danCdi: • 

a. : Hotel kelas melati 3 keatas; 
b. '.Restoran; 
c. 'Bar; ; 
d. ;KlabMalam; 
e. : Diskotik. 

(3) Tempat-tempat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak boleh 
berdekatan dengan tempat ibadah, sckolah, rumah sakit dan tempat 
tertentu lainnya yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah. 

1 Pasai 15 
\ ' ' ' _ 

(1) Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman yang mengandung 
, alkohoi yang tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan instansi 
yaiig berwenang; 

i • ' , 

(2) Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman yang mengandung 
alkohoi diluar tempat yang telah diizinkan. 



B A B x n 
! KETENTUAN PTOANA DAN PENYIDIKAN 
I Pasal 16 

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 
merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi 
yang terutang. 

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 15 Peraturan Daerah ini 
diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau 
denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah); 

f 

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaran. 

Pasal 17 

(1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tentcntu dilingkungan Pemerintah 
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. ; Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan 

; atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi 
daerah agar keterangan atau laporan terscbut menjadi lebih 

.lengkapdanjelas; 
b. • Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 

• pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
; sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; 

c. ; Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daendi; 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen 
Iain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

e. , Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
;pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta 
• melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
, penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 

.memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf c ; 

h. ! Memotret seseorang yang. berkaitan dengan tindak pidana 
Retribusi Daerah; 

i . Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

j . Menghentikan penyidikan; 
k. - Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

, tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hidcum yang 
: dapat dipertanggung jawabkan. 
i ' 
i • 
t 

i 7 



(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini membentahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 
kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukmn Acara Pidana. 

• 

. i B A B X I I 
• KETENTUAN PENUTUP 
; Pasal 18 
i • " • 
i • 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. 

Pasal 19 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
I " • • 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memeiintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan. 

- Disahkan di Pacitan 
; Pada tanggal 27Maret2000 
i 

BUPATI PACITAN 

i 
1 

I 

i 
! 
1 

i 

i 
J 
i 



Agar;setiap orang dapat mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan. 

J Disahkan di Pacitan 
' j Pada tanggal 27 Maret 2000 

BUPATI PACITAN 

Cap. ttd 

S U T J I P T O 

Diundangkan di Pacitan 
pada tanggal 31 Marct200() 

Pcmbma Utama IMuda 
NIP. 510 049 978 

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2000 Nomor 11 Scri B. 
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